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OJK DAN OECD SEPAKAT KEMBANGKAN TRANSFORMASI KEUANGAN
DIGITAL BERTANGGUNG JAWAB

Gelar Asia Roundtable on Digital Finance 2025-

Bali, 1 Desember 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD) sepakat mengembangkan
transformasi dan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab sejalan dengan
upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat pelindungan
konsumen.

Demikian benang merah diskusi dalam OECD Asia Roundtable on Digital Finance
2025 yang digelar OJK bersama OECD di Bali, Senin.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya mengatakan
OJK dalam tugasnya mengatur dan mengawasi area inovasi keuangan dan aset
digital harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan industri digital.

“Seiring cepatnya perkembangan teknologi dan Artifisial Intelligence (Al), penting
bagi kita berbagi pandangan tentang kebijakan di masing-masing negara, serta
bagaimana menyusun kerangka regulasi yang seimbang mendorong inovasi namun
tetap menjaga stabilitas keuangan dan pelindungan konsumen,” kata Mahendra.

Dijelaskannya, mengenai perkembangan Al di sektor teknologi keuangan, OJK pada
2023 telah mulai membangun fondasi tata kelola Al dengan menerbitkan Code of
Ethics Guidelines on Responsible and Trustworthy AI untuk sektor fintech, yang
berfungsi sebagai pedoman etis agar penggunaan Al tetap bermanfaat, adil, dan
akuntabel.

Di sektor perbankan, OJK telah menerbitkan Indonesian Banking Artificial
Intelligence Governance pada April 2025, yang memperkuat tata kelola dan
manajemen risiko model Al pada bank. OJK saat ini juga tengah mengembangkan
program tokenisasi yang menjadi tema utama dalam perkembangan aset digital.

“OJK telah mengeksplorasi tokenisasi melalui regulatory sandbox, dengan fokus
pada tiga model: tokenisasi emas, obligasi, dan properti. Kami mendorong inovasi ini
secara hati-hati, memastikan keseimbangan antara pengembangan teknologi,
perlindungan konsumen, dan stabilitas keuangan,” kata Mahendra.

Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah
saat ini tengah menyusun berbagai kebijakan untuk membangun fondasi yang kuat
untuk pemanfaatan Al dalam konteks pemanfaatan, serta kompetensi SDM.

“Sektor jasa keuangan perlu memperluas inovasi Al untuk memperlebar akses
terhadap perbankan digital, pembiayaan mikro dan decision tools bagi UMKM.
Berbagai inovasi yang lebih adaptif dengan standar operasional digital menunjukkan
bahwa teknologi menghadirkan solusi yang lebih efisien,” kata Airlangga.
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Menurutnya, upaya OECD dalam bidang keuangan digital dan kecerdasan buatan
juga sangat membantu Indonesia dalam memperbarui kerangka regulasi dan
mempercepat transformasi digital. Hal ini juga menjadi bagian dari komitmen agar
regulasi nasional selaras dengan standar OECD.

Peran Penting Asia

Sementara itu, Direktur Financial and Enterprise Affairs OECD Carmine Di Noia
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kemitraan dengan OJK dan
menyoroti peran penting Asia sebagai pusat inovasi keuangan digital.

Ia menegaskan komitmen OECD untuk mendukung pengembangan kerangka kerja
yang harmonis secara global. Dalam konteks ini, OECD menggandeng OJK sebagai
mitra utama dalam penyelenggaraan OECD Asia Roundtable on Digital Finance
2025, sekaligus menegaskan eratnya kerja sama antara kedua institusi

"Asia berada di garis depan transformasi keuangan digital, didorong oleh ekosistem
fintech yang dinamis dan adopsi teknologi yang cepat. Kolaborasi seperti yang kita
saksikan hari ini sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi dapat
berkembang secara bertanggung jawab, menciptakan pasar yang lebih efisien dan
inklusif, serta memperkuat kepercayaan publik," kata Carmine Di Noia.

Pada kesempatan ini juga dilakukan peluncuran The OECD Report On Artificial
Intelligence in Asia’s Financial Sector dan Panduan Kode Etik Kecerdasan Artifisial
(Artificial Intelligence/Al) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Teknologi
Finansial di bawah pengawasan IAKD.

Peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen OJK agar regulasi nasional selaras
dengan praktik terbaik internasional. Indonesia berkomitmen memperkuat
transformasi digital, memperkuat fundamental ekonomi, dan memperdalam kerja
sama internasional melalui strategi yang efektif dan peningkatan kapasitas
teknologi.

Kegiatan dengan OECD ini juga merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia
menjadi anggota penuh OECD. Posisi strategis Indonesia sebagai negara G20 dan
pengawas sektor jasa keuangan terintegrasi menjadikan keterlibatan OJK di forum
OECD semakin penting.

Kolaborasi tersebut sebelumnya telah diformalisasi melalui Memorandum of
Understanding (MoU) antara OJK dan OECD yang terakhir diperbarui pada tahun
2021, dan mencakup berbagai sektor jasa keuangan, termasuk pengembangan
regulasi, perlindungan konsumen, serta penguatan integritas dan stabilitas sistem
keuangan.

“OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025 menjadi momentum penting untuk
menyelaraskan langkah kita di seluruh negara Asia dan negara anggota OECD.
Melalui forum ini, kita dapat berbagi pengalaman, mengembangkan praktik terbaik,
dan membangun kerangka kebijakan yang memungkinkan inovasi keuangan digital
menjadi pengubah permainan untuk pertumbuhan dan inklusi keuangan, sambil
mengelola risiko secara kolektif,” kata Mahendra Siregar.
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Pada sesi siang hari, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,
Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, memberikan sambutan
yang mengawali diskusi mengenai aset digital. Hasan Fawzi memaparkan
perkembangan pesat pasar aset digital di Indonesia serta pendekatan OJK dalam
menyeimbangkan inovasi dan manajemen risiko.

"Seiring kita beralih ke sesi sore ini, fokus kita bergeser ke kekuatan transformatif
lainnya dalam keuangan digital yaitu aset digital. Sementara Al membentuk kembali
intelligence dan proses di balik layanan keuangan. Aset digital secara fundamental
mendefinisikan kembali sifat aset itu sendiri dan infrastruktur untuk
pertukarannya," jelas Hasan Fawzi.

Kegiatan hari pertama ditutup dengan diskusi panel yang mendalam mengenai
berbagai topik, termasuk pendekatan kebijakan terhadap Al di sektor keuangan dan
keseimbangan antara inovasi dan regulasi dalam aset digital. Acara akan dilanjutkan
pada hari kedua dengan agenda pembahasan mengenai tokenisasi aset dan
implikasinya bagi pengembangan pasar.

Kegiatan ini dihadiri lebih dari 40 perwakilan dari regulator, pelaku industri global
dan pakar di bidang keuangan digital yang berasal dari berbagai negara.
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Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi.
Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id



